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Abstrak 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai wujud terjadinya 

globalisasi telah memudahkan aktivitas manusia termasuk dalam melakukan 

perjanjian utang piutang secara online. Pengakuan perjanjian utang piutang secara 

online masih menjadi permasalahan mengenai apabila para pihak tidak memenuhi 

syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian utang piutang 

secara online tanpa agunan dilakukan jarak jauh dengan persyaratan yang cukup 

mudah. Sehingga sangat riskan terhadap kreditur karena masih ada celah-celah 

terjadinya wanprestasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

legalitas perjanjian utang piutang secara online dan bagaimana perlindungan hukum 

terhadap kreditur dalam perjanjian online manakala debitur wanprestasi. Penelitian 

dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian 

adalah perjanjian utang piutang secara online jika dilihat secara umum adalah sah 

dan memiliki legalitas, artinya Pasal 1320 KUH Perdata tidak berbicara mengenai 

bentuk perjanjiannya. Namun demikian dalam perjanjian utang piutang secara online 

ini harus dicermati terkait dengan syarat-syarat secara detail, utamanya syarat 

objektif dalam perjanjian. Apabila syarat objektif yang terganggu maka dapat 

berakibat batal demi hukum. Hal ini didalam KUH Perdata terkait dengan Pasal 

1339 KUH. Perlindungan Hukum terhadap kreditur manakala debitur wanprestasi 

adalah dengan mencegah dengan melaksanakan lima prinsip dasar bagi 

penyelenggara. Apabila debitur wanprestasi dikarenakan atas tindakan 

penyelenggara maka penyelenggara dapat dikenakan sanksi. Namun apabila debitur 

tetap melakukan wanprestasi bukan karena kesalahan penyelanggara, pihak kreditur 

dapat mengajukan pengaduan kepada penyelenggara sehingga pihak penyelenggara 

segera menindaklanjuti, jika pengaduan dari kreditur kepada pihak penyelenggara 

tidak juga menemukan kesepakatan, maka kreditur dapat menyelesaikan sengketa 

tersebut melalui jalur pengadilan maupun tidak. Pada POJK Nomor 

77/POJK.01/2016 tidak diatur mengenai prosedur pengajuan komplain ketika terjadi 

kelalaian oleh debitur. 

 

Kata kunci : Legalitas, Perlindungan Hukum, Kreditur. 
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Abstract 

The development of information and communication technology as a manifestation 

of globalization has facilitated all human activities including the easy way to make 

online debt agreements. Recognition of online debt agreement is still a problem 

regarding if the parties do not meet the legal requirements of the agreement 

according to Article 1320 of the Civil Code. Online debt agreement without 

collateral is carried out remotely with fairly easy requirements. So that it is very 

risky for creditors because there are still gaps in the occurrence of defaults. The 

formulation of the problem in this study is how the legality of the online debt 

agreement and how the legal protection of creditors is in an online agreement when 

the debtor defaults. The study was conducted using a normative juridical research 

method with a conceptual approach and a legal approach. The results of the 

research obtained are online debt agreement if seen in general it is legal and has 

legality, meaning that Article 1320 of the Civil Code does not speak of the form of 

the agreement. However, in this online debt agreement, it must be observed related 

to the terms in detail, especially the objective conditions in the agreement. If the 

objective conditions are disrupted, then it can be null and void. This is in the Civil 

Code related to Article 1339. Legal protection against creditors when the default 

debtor is by preventing by implementing five basic principles for the organizer. If 

the debtor is in default because of the actions of the organizer, the organizer may be 

subject to sanctions. However, if the debtor continues to default not because of the 

guarantor's fault, the creditor can file a complaint with the organizer so that the 

organizer immediately follows up, if the complaint from the creditor to the organizer 

does not find an agreement, the creditor can resolve the dispute through the court or 

not. The OJK Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 is not regulated regarding 

the procedure for filing a complaint when a debtor is negligent. 

 

Keywords: Legality, Legal Protection, Creditors. 
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